lii

liii

[bookmark: _Hlk100175999][bookmark: _Hlk108444052]ANALISIS IMPLIKASI PANDEMI COVID-19 TERHADAP TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KOTA SAMARINDA

SKRIPSI
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar 
Sarjana Akuntansi

[image: ]
Oleh :
Gusnawati
1801035013
S1-Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2022
[bookmark: _Toc88625666][bookmark: _Toc88624781][bookmark: _Toc88559702][bookmark: _Toc88623945][bookmark: _Toc81333193][bookmark: _Toc81579320][bookmark: _Toc80901617][bookmark: _Toc72246559][bookmark: _Toc80901419][bookmark: _Toc108438932]
HALAMAN PENGESAHAN


	Judul Penelitian
	:
	Analisis Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Samarinda

	Nama Mahasiswa
	:
	Gusnawati

	NIM
	:
	1801035013

	Fakultas
	:
	Ekonomi dan Bisnis

	Program Studi
	:
	S1 - Akuntansi 



	Samarinda, 11 Juli 2022      

           

	Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman

[image: ]

Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, M.Si
        NIP. 19620513 198811 2 001
	Menyetujui,
Dosen Pembimbing

[image: ]







M. Abadan Syakura, S.E.,M.S.A., Ak., CA.,CSRS
NIP. 19891207 201504 1 003






Lulus Ujian Tanggal 13 Juni 2022
[bookmark: _Toc106798979][bookmark: _Toc108438933]

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul	: Analisis Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Samarinda
Nama			: Gusnawati
NIM			: 1801035013
Hari			: Senin
Tanggal		: 13 Juni 2022

TIM PENGUJI
	[image: ]

1. [bookmark: _Hlk108439869]M. Abadan Syakura, S.E.,M.S.A., Ak., CA.,CSRS
NIP. 19891207 201504 1 003
	
1. ……………………….

	

2. Yunus Tete Konde, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA
NIP. 19590720 198903 1 002
	

2. …………………………

	

3. Ibnu Abni Lahaya, S.E., M.S.A
NIP. 19581206 200812 1 002
	

3. …………………………





[bookmark: _Toc108438934][bookmark: _Hlk98009806]PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. 
Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



[image: ]Samarinda, 11 Juli 2022


Gusnawati
[bookmark: _Toc108438935]
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI
[bookmark: _Toc107491863][bookmark: _Toc107492539][bookmark: _Toc108438936]UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama			: Gusnawati
NIM			: 1801035013
Program Studi		: S1 Akuntansi
Fakultas 		: Ekonomi dan Bisnis
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman. Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul “Analisis Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Di Kota Samarinda” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, menggali, media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Samarinda, 11 Juli 2022
Yang menyatakan
[image: ]


Gusnawati


[bookmark: _Toc108438937]RIWAYAT HIDUP

Gusnawati lahir di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 16 Oktober 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hairul Junaidi dan Ibu Sri Sugiarti. Pada tahun 2004, penulis memulai pendidikan formalnya di Taman Kanak-Kanak Gelatik. Lalu di tahun 2005, penulis memulai Sekolah Dasarnya di SD Negeri 001 Aminah Syukur hingga tahun 2011. Lalu pada tahun 2011, penulis melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Samarinda dan lulus di tahun 2014. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikannya ke SMK Negeri 1 Samarinda.
Sebelum melanjutkan Pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, penulis bekerja di percetakan yaitu Confetti Project dari tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan Sarjana pada tahun 2018 di Universitas Mulawarman, mengambil program studi S1 Akuntansi. Meskipun sedang melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi, penulis tetap bekerja di Confetti Project. Pada tahun 2020, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya penanggulanagan Covid-19 bertempat di Kelurahan Sidomulyo, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
	[image: ]
	Samarinda, 11 Juli 2022

	
	Penulis

	
	[image: ]

	
	

	
	Gusnawati





[bookmark: _Toc108438938]KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarnam Samarinda. Skripsi ini berjudul “Analisis Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Samarinda” yang disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari banyaknya bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si, selaku rektor Universitas Mulawarman Samarinda;
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda;
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti., SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda dan juga selaku dosen wali penulis yang telah membantu selama masa perkuliahan;
4. Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt.,CA.,CTA.,CFrA.,CIQaR selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda;
5. Bapak M. Abadan Syakura, S.E.,M.S.A.,Ak., CA., CSRS selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak/Ibu dosen pengajar yang telah mendidik penulis pada saat perkuliahan berlangsung;
7. Bapak/Ibu Staf Jurusan Akuntansi dan Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman;
8. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan juga nasehat kepada penulis serta atas kesabaran dan pengorbanan yang luar biasa dalam setiap langkah penulis;
9. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan selalu menyemangati penulis ketika lelah;
10. Pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda khususnya Bapak Iwan Indra Kurniawan, S.Sos; Bapak Taufik Hidayat, SE; Bapak H. Helmi, SE; Ibu Shyndi Miranda, SE; Ibu Norhaziza yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Falkultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Jurusan Akuntansi, khususnya Karenina Aswinda, Sukmayana, Oktia Shafira, Dewi Ratna Rahimi, Irdan Alamsyah, Wawan, Husein Adi Dua Putra, Briandena Silvania, dan Meily Poalwi atas bantuan dan dukungan kalian selama menempuh pendidikan;
12. Semua pihak yang telah membantu dan juga memberikan nasehat serta dukungan kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena ini, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang dapat membantu memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan penulis lain di masa depan. Terima kasih.

Samarinda, 11 Juli 2022
[image: ]

Gusnawati
 


[bookmark: _Toc108438939]ABSTRAK
Gusnawati. Analisisi Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Di Kota Samarinda. Dibimbing oleh Muhammad Abadan Syakura.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan laju pertumbuhan pajak di masa sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid, serta untuk mengetahui perbandingan target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di tahun 2018 hingga tahun 2019 (sebelum adanya Covid-19), tahun 2020 dan tahun 2021 (saat pandemi Covid-19). Penelitian ini menggunakan data primer yaitu berupa wawancara serta data sekunder yaitu data target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2018, 2019, 2020, dan tahun 2021. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis efektivitas, analisis laju pertumbuhan pajak dan analisis perbandingan target. Hasil perhitungan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di tahun 2018 hingga tahun 2021 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sudah sangat efektif dalam mencapai target. Sedangkan hasil perhitungan laju pertumbuhan pajak menunjukkan bahwa realisasi pajak hotel dan pajak restoran masih belum berhasil dalam meningkatkan pencapaian daerahnya. Untuk perhitungan perbandingan target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pandemi Covid-19 yang terjadi saat itu. Tetapi di tahun 2021 dan tahun 2022, target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran kembali meningkat dikarenakan kondisi pandemi yang sudah mulai menurun.
Kata kunci: pajak hotel, pajak restoran, efektivitas, laju pertumbuhan.
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Gusnawati. Analysis of the Implications of Covid-19 Pandemic on the Targets and Realization of Hotel Tax Revenues and Restaurant Taxes in the City of Samarinda. Guided by Muhammad Abadan Syakura.
The purpose of this study was to determine the level of effectiveness and rate of tax growth in the period before the Covid-19 pandemic and during the Covid pandemic, as well as to determine the comparison of the target of hotel tax revenue and restaurant tax in 2018 to 2019 (before the Covid-19). 2020 and 2021 (during the Covid-19 pandemic). This study uses primary data in the form of interviews and secondary data, namely target data and the realization of hotel and restaurant tax revenues in 2018, 2019, 2020, and 2021. The analytical methods used are effectiveness analysis, tax growth rate analysis and target comparison analysis. The results of the calculation of the effectiveness of the hotel tax and restaurant tax in 2018 to 2021 show that the realization of hotel tax and restaurant tax revenues has been very effective in achieving the target. Meanwhile, the results of the calculation of the tax growth rate show that the realization of hotel taxes and restaurant taxes has not succeeded in increasing regional achievements. For the calculation of the comparison of hotel tax revenue targets and restaurant taxes in 2020, it has decreased due to the Covid-19 pandemic that occurred at that time. However, in 2021 and 2022, the target for hotel tax revenues and restaurant taxes will increase again due to the pandemic conditions that have started to decline.
Keywords: hotel tax, restaurant tax, effectiveness, tax growth rate.
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1.1 [bookmark: _Toc88559705][bookmark: _Toc81579323][bookmark: _Toc88623948][bookmark: _Toc88624785][bookmark: _Toc88625670][bookmark: _Toc81333196][bookmark: _Toc108438948]Latar Belakang
Setiap daerah di Indonesia diberi kewenangan untuk mengurusi dan mengatur segala keperluan rumah tangganya yang disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah atau desentralisasi dapat diartikan sebagai kewajiban daerah untuk mengurus segala keperluan dan urusan daerahnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tujuan dari otonomi daerah ialah agar daerah dapat menangani segala urusan daerahnya mulai dari penerimaan hingga pengeluaran yang berhubungan dengan daerah tersebut sehingga Pemerintah pusat hanya memiliki sedikit campur tangan atas urusan daerah itu. Dengan hal ini, pemerintah pusat juga berharap agar dapat meminimalisir transfer dana dari pusat ke daerah tersebut. 
Untuk meminimalisir transfer dana tersebut, setiap daerah harus lebih meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan sebagai penambah kekayaan bersih untuk membiayai segala pengeluaran daerah tersebut. Syah (2014) menyatakan bahwa jika PAD yang diterima suatu daerah besar, maka keberhasilan daerah tersebut untuk mengurus segala keperluan daerahnya dianggap tinggi. Begitu pula sebaliknya, apabila PAD yang diterima suatu daerah kecil, maka tingkat keberhasilan daerah tersebut untuk mengurus kepentingan daerahnya masih rendah. PAD bersumber dari berbagai macam aspek, salah satunya yaitu pajak daerah.
Pajak daerah merupakan pungutan yang wajib dibayar oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan kepada daerah untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung, serta pungutan dari pajak daerah diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, pajak daerah terbagi menjadi 2 macam yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. 
Sama seperti daerah lain di Indonesia, Kota Samarinda juga diberi hak otonomi daerah yang diharapkan dapat mengatur segala urusan daerahnya. Tidak hanya itu, Kota Samarinda juga diharapkan dapat mengurus segala macam urusan daerah serta diharapkan dapat memperbesar penerimaan pendapatan asli daerahnya untuk memperbaiki citra yang dimiliki dari daerah tersebut. Dua diantara jenis pajak daerah yang dinilai berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Samarinda ialah pajak hotel dan pajak restoran.
Kota Samarinda mempunyai jumlah hotel dan restoran yang cukup banyak walaupun kota samarinda bukan merupakan tempat wisata seperti daerah di Pulau Jawa. Meskipun begitu, hotel dan restoran yang dimiliki Kota Samarinda setiap tahunnya dinilai stabil. Stabilnya jumlah hotel dan restoran di Kota Samarinda akan membantu meningkatkan PAD yang digunakan untuk membiayai segala pengeluaran Kota Samarinda. 
Pajak hotel dan pajak restoran termasuk ke dalam 5 jenis penerimaan pajak daerah yang terbesar di Kota Samarinda. Tetapi pada saat corona virus menyerang Kota Samarinda yaitu di awal tahun 2020, penerimaan dari pajak hotel dan pajak daerah menurun hingga 30%. Penurunan ini merupakan penurunan penerimaan pajak daerah terbesar di Kota Samarinda dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah lainnya. Berikut ialah target dan realisasi dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2016 hingga tahun 2020.
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	Tahun
	Target Penerimaan
	Realisasi Penerimaan

	2016
	Rp 24.000.000.000,00
	Rp 25.066.965.966,74

	2017
	Rp 25.500.000.000,00
	Rp 25.757.001.372,80

	2018
	Rp 26.000.000.000,00
	Rp 28.885.614.583,48

	2019
	Rp 29.000.000.000,00
	Rp 34.099.668.350,09

	2020
	Rp 18.000.000.000,00
	Rp 22.268.183.477,27


Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, 2021
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	Tahun
	Target Penerimaan
	Realisasi Penerimaan

	2016
	Rp 41.000.000.000,00
	Rp 39.518.585.818,40

	2017
	Rp 44.500.000.000,00
	Rp 44.947.506.757,27

	2018
	Rp 52.500.000.000,00
	Rp 57.135.686.655,37

	2019
	Rp 61.000.000.000,00
	Rp 70.734.847.010,81

	2020
	Rp 24.400.000.000,00
	Rp 48.043.359.230,12


Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, 2021
Pajak hotel dan pajak restoran merupakan jenis pajak daerah yang realisasinya selalu lebih besar dibandingkan target yang diharapkan. Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir, penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran cukup baik. Meskipun di tahun 2016 pajak restoran tidak dapat memenuhi target penerimaan, namun di tahun selanjutnya, pajak restoran meningkat dengan pesat.
Pada tahun 2017, penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran meningkat cukup besar dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2017, realisasi penerimaan pajak hotel mencapai Rp25.757.001.372,80. Realisasi penerimaan tersebut berhasil melebihi target yang ditetapkan. Tidak hanya realisasi penerimaan pajak hotel yang mencapai target, tetapi realisasi pajak restoran juga melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar Rp44.947.506.757,27. 
Pada tahun 2018, pendapatan pajak hotel juga meningkat menjadi Rp28.885.614.583,48 dari target penerimaan sebesar Rp26.000.000.000. Sedangkan pendapatan pajak restoran pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp57.135.686.600,00 dari target penerimaan sebesar Rp46.900.000.000,00. Lalu di tahun 2019, target dari pajak hotel meningkat sebesar Rp29.000.000.000,00 dan target dari pajak restoran sebesar Rp61.000.000.000,00. Sedangkan realisasi penerimaan pajak hotel di tahun 2019 meningkat menjadi Rp34.099.668.350,09 dan penerimaan pajak restoran di tahun 2019 meningkat menjadi Rp70.734.847.010,81. 
Tetapi, kehadiran virus corona di awal tahun 2020 membuat bisnis perhotelan dan restoran menurun. Hal tersebut tentu berpengaruh pada target dan realisasi penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran. Pada tahun 2020, target dari penerimaan pajak hotel menurun sebesar 38% sedangkan target dari penerimaan pajak restoran menurun sebesar 60%. Meskipun target penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut menurun, namun realisasi penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran dapat terpenuhi di tahun 2020.
Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda di tahun 2020 juga menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya sebelum virus covid-19 menyerang. Pada saat sebelum pandemi, kontribusi yang dimiliki pajak hotel terhadap PAD Kota Samarinda ialah sebesar 4,98% di tahun 2017; lalu 5,79% di tahun 2018; serta 6,08% di tahun 2019. Tetapi pada tahun 2020, persentase kontribusi dari pajak hotel menurun lebih rendah dari 3 tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,72%.
Sedangkan untuk pajak restoran berkontribusi sebesar 8,69% di tahun 2017; 11,44% di tahun 2018; serta 12,62% di tahun 2019. Tetapi pada tahun 2020, kontribusi yang dimiliki pajak restoran menurun menjadi 10,18%.
Tidak hanya itu, di tahun 2020 banyak hotel, café, restoran, hingga mall-mall di Kota Samarinda terpaksa harus ditutup untuk mematuhi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk meminimalisir kegiatan di luar ruangan. Adapula hotel yang terpaksa harus menutup usahanya sementara, yaitu diantaranya Hotel Swiss-Bel, Hotel Andhika, dan Hotel Grand Sawit, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap pajak daerah yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kota Samarinda. Bahkan pada tahun 2020, PAD kota Samarinda menurun sebanyak 16 % dari tahun 2019. Di tahun 2019, realisasi dari pendapatan asli daerah Samarinda mencapai Rp560 miliar, namun di tahun 2020 realisasi pendapatan asli daerah Samarinda menurun menjadi Rp471 miliar.
Dari penjelasan dalam latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul ANALISIS IMPLIKASI PANDEMI COVID-19 TERHADAP TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KOTA SAMARINDA.
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Rumusan masalah dari penelitian ini ialah:
a. Seberapa besar tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran di Kota Samarinda pada tahun 2018 dan tahun 2019 (sebelum adanya virus covid-19) serta tahun 2020 dan tahun 2021 (saat pandemi virus covid-19) ?
b. Seberapa besar tingkat laju pertumbuhan dari pajak hotel dan pajak restoran di Kota Samarinda pada tahun 2018 dan 2019 (sebelum adanya virus Covid-19) serta tahun 2020 dan tahun 2021 (saat pandemi Covid-19) ?
c. Bagaimana perbandingan antara target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, serta tahun 2022 ?
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Tujuan dari penelitian ini ialah:
a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2018 dan tahun 2019 (sebelum adanya covid-19) serta tahun 2020 dan tahun 2021 (saat pandemi Covid-19);
b. Untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2018 dan tahun 2019 (sebelum adanya covid-19) serta tahun 2020 dan tahun 2021 (saat pandemi Covid-19);
c. Untuk mengetahui perbandingan antara target penerimaan tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022.
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1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris mengenai implikasi dari covid-19 terhadap pajak hotel dan pajak restoran di Kota Samarinda, sehingga pengetahuan akan perpajakan dapat terus berkembang.
2. Manfaat praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda agar dapat menjadi masukan dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran.
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2.1.1 [bookmark: _Toc108438957]Pengertian Pajak
Definisi pajak menurut Soemitro dalam buku Perpajakan (Resmi, 2017) adalah: 
Pajak ialah iuran dari setiap warga negara kepada kas negara yang diatur dalam undang-undang dan bersifat dipaksakan tanpa mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang dapat ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
Pengertian pajak tersebut kemudian diperbaiki menjadi: 
Pajak adalah perpindahan kekayaan yang dimiliki rakyat kepada kas negara agar dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin yang dimiliki negara, dimana surplus atau kelebihannya akan digunakan sebagai public saving yang nantinya akan digunakan untuk membiayai public investment.
Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa pajak mempunyai ciri-ciri yaitu pajak bersifat memaksa yang dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dimana pemungutan pajak ini diatur oleh undang-undang (Resmi, 2017).
2.1.2 [bookmark: _Toc108438958]Fungsi Pajak
Pajak mempunyai dua fungsi antara lain:
1. Fungsi budgetair (sumber keuangan negara) artinya pajak merupakan sumber penghasilan negara yang akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai segala pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. 
2. Fungsi regularend (pengatur) artinya pajak digunakan untuk mengatur pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya di bidang sosial dan ekonomi. Penerapan fungsi regularend (pengatur) dalam perpajakan ialah sebagai berikut:
a) Pengenaan pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM) pada saat terjadi transaksi jual beli barang yang tergolong mewah. Tujuan dari dikenakannya tarif pajak atas PPnBM ialah agar masyarakat dapat mengurangi konsumsi terhadap barang mewah.
b) Penghasilan yang dikenakan tarif pajak progresif, sehingga pihak yang mempunyai penghasilan yang besar juga memberi kontribusi yang terhadap pajak yang dibayar.
c) Pengenaan 0% (nol persen) untuk tarif pajak ekspor untuk mendorong para pengusaha mengekspor hasil produksinya sehingga devisa negara juga membesar.
d) Pengenaan pajak penghasilan untuk industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya. Hal tersebut dikarenakan industri tersebut dapat mengganggu lingkungan dan menyebabkan polusi.
e) Pengenaan pajak final sebesar 1% (satu persen) terhadap kegiatan usaha dan peredaran usaha tertentu untuk menyederhanakan perhitungan pajak.
f) Diberlakukannya tax holiday agar investor tertaris untuk menanamkan modalnya di Indonesia (Resmi, 2017).
2.1.3 [bookmark: _Toc108438959]Jenis Pajak
Pajak terbagi ke dalam beberapa jenis antara lain:
1. Menurut golongan, pajak dibagi menjadi dua yaitu:
a. Pajak langsung, yaitu pembayaran pajak dikenakan langsung kepada wajib pajak yang terkait tanpa boleh dialihkan kepada orang lain.
b. Pajak tidak langsung, yaitu pengenaan pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada orang lain.
2. Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi dua yaitu:
a. Pajak subjektif, yaitu pengenaan pajak berdasarkan subjek yang membayar.
b. Pajak objektif, yaitu pengenaan pajak berdasarkan objeknya.
3. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua yaitu:
a. Pajak negara atau pajak pusat, contohnya seperti PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).
b. Pajak daerah. Pajak daerah terbagi menjadi 2 yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota (Resmi, 2017). 
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Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah: 
Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat, baik pelayanan yang bersifat langsung maupun pelayanan yang bersifat tidak langsung.
Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah ialah dengan adanya pembagian tugas dalam hal fiskal atau perpajakan yang disebut dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berhubungan dengan fiskal atau perpajakan, sehingga pemerintah daerah mempunyai hak dalam memungut pajak untuk membantu keuangan daerahnya (Christia & Ispriyarso, 2019). Selain itu, desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberikan stimulus terhadap kegiatan perekonomian masyarakat, sehingga potensi di setiap daerah dapat meningkat setiap tahunnya. 
Desentralisasi fiskal mempunyai prinsip yang disebut money flow functions, yang berarti kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya (Hastuti, 2018). Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat tetap memberikan dana transfer APBN agar keperluan daerah tetap dapat dibiayai sehingga tidak terjadi ketimpangan di setiap daerah. Meskipun pemerintah pusat tetap memberikan transfer dana, pemerintah pusat tetap berharap agar pendapatan setiap daerah terus meningkat sehingga ketergantungan antara daerah kepada pusat dapat diminimalisir.
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Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah:
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak daerah juga mempunyai dua fungsi yang sama seperti halnya dengan pajak pada umumnya, yaitu fungsi bugdetair dan fungsi regularend. Fungsi budgetair ialah pajak dimaksudkan sebagai sumber penerimaan daerah untuk membiaya segala keperluan daerahnya. Sedangkan fungsi regularend ialah pajak dimaksudkan sebagai alat pengatur oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya.
Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota (Resmi, 2017). Selain kedua pajak tersebut, daerah dilarang untuk memungut pungutan lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016, pajak daerah provinsi terbagi menjadi lima jenis, yaitu: 


1. Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak kendaraan bermotor ialah pengenaan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud meliputi semua kendaraan yang mempunyai roda yang dijalankan di daratan.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
Bea balik nama kendaraan bermotor ialah pengenaan pajak kepada wajib pajak yang melakukan penyerahan hak milik kendaraan bermotornya, seperti jual-beli, tukar-tambah, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
Pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor ialah pengenaan pajak kepada wajib pajak atas pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar yang dimaksud ialah segala macam bahan bakar yang digunakan oleh semua jenis kendaraan bermotor, baik itu bahan bakar cair maupun berupa gas.
4. Pajak Air Permukaan;
Pajak air permukaan ialah pengenaan pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Yang termasuk dalam air permukaan ialah air yang terdapat di permukaan tanah, kecuali air laut.
5. Pajak Rokok. 
Pajak rokok ialah pengenaan pajak oleh pemerintah sebagai cukai atas rokok. 
Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, pajak daerah kabupaten/kota terbagi menjadi sebelas jenis pajak, yaitu:

1. Pajak Hotel;
Pajak hotel ialah pengenaan pajak oleh pihak hotel kepada pihak penerima layanan atas layanan atau fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel kepada pihak penerima fasilitas tersebut.
2. Pajak Restoran;
Pajak restoran ialah pengenaan pajak oleh pihak restoran kepada pihak penerima layanan atas makanan dan/atau minuman, baik pihak penerima tersebut termasuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan.
3. Pajak Hiburan;
Pajak hiburan ialah pengenaan pajak oleh pihak penyelenggaraan hiburan kepada wajib pajak pribadi maupun badan. Hiburan yang dimaksud ialah tontonan, pertunjukan dan/atau keramaian yang dipungut bayaran salah satunya seperti bioskop.
4. Pajak Reklame;
Pajak reklame ialah pengenaan pajak atas pemasangan reklame dimana pemasangan tersebut ditujukan untuk tujuan komersial, seperti pemasaran suatu produk.
5. Pajak Penerangan Jalan;
Pajak penerangan jalan ialah pengenaan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.


6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak mineral bukan logam dan batuan ialah pengenaan pajak atas pengambilan mineral yang bukan termasuk logam dan bebatuan. Mineral tersebut dikenakan pajak apabila diambil dari sumber alam didalam permukaan bumi maupun dari permukaan bumi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengambil mineral tersebut.
7. Pajak Parkir;
Pajak parkir ialah pengenaan pajak atas penyediaan tempat parkir yang berada diluar badan jalan.
8. Pajak Air Tanah;
Pajak air tanah ialah pengenaan pajak atas pengambilan air tanah yang terdapat dilapisan tanah maupun didalam bebatuan dibawah permukaan tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet;
Pajak sarang burung walet ialah pengenaan pajak atas kegiatan usaha sarang burung walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ialah pengenaan pajak atas kepemilikan bangunan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang tidak digunakan untuk perkebunan, perhutanan, atau pertambangan.


11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ialah bea atau pengenaan pajak atas perolehan hak dari tanah dan bangunan, seperti hak untuk mengelola tanah dan bangunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. 
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Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel:
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma peristirahatan, pesanggerahan, rumah penginapan, apartemen, kondominium dan sejenisnya, serta rumah kos yang menyediakan fasilitas atau bayaran (sewa) yang sama dengan penginapan/peristirahatan lainnya yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar.
Pajak hotel ialah pengenaan pajak kepada wajib pajak baik orang pribadi maupun badan atas pelayanan hotel yang diterima. Tarif pajak hotel ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Tarif pajak hotel di Kota Samarinda ialah sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali untuk rumah kos yang mempunyai total kamar sebesar 11-20 (sebelas sampai dua puluh) kamar dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen) dan untuk rumah kos yang mempunyai jumlah kamar lebih dari 20 (dua puluh) kamar dikenakan pajak sebesar 7% (tujuh persen) dari dasar pengenaan pajaknya.
Dasar pengenaan pajak dari pajak hotel ialah pembayaran yang diterima oleh pihak terkait atas fasilitas yang diberikan, termasuk didalamnya jumlah pembayaran setelah adanya potongan harga dan jumlah pembayaran atas pembelian voucher untuk menginap di tempat yang menjadi objek pajak hotel. Masa pajak dari pajak hotel ialah selama 1 (satu) tahun takwim.
Adapun objek pajak dari pajak hotel ialah setiap pelayanan yang disediakan oleh pihak hotel yang dibayar oleh setiap penerima pelayanan tersebut. Pelayanan tersebut terdiri dari:
1. Jasa penunjang yang memberikan kenyamanan dan kemudahan seperti fasilitas tempat olahraga, tempat hiburan, dan lain sebagainya. Jasa penunjang ini terdiri dari fasilitas telepon, internet, transportasi, karaoke, pijat/refleksi, kolam renang dan lain sebagainya yang menjadi pelengkap dari fasilitas hotel tersebut.
2. Jasa penyewaan tempat yang biasanya digunakan untuk rapat atau acara lainnya.
Adapun sumber hukum yang menjadi dasar dari pemungutan pajak hotel antara lain:
a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
b. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dimana peraturan ini merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
c. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel.
2.5 [bookmark: _Toc88623960][bookmark: _Toc81579335][bookmark: _Toc88559717][bookmark: _Toc88624797][bookmark: _Toc88625682][bookmark: _Toc81333208][bookmark: _Toc108438963]Pajak Restoran
Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pajak Restoran, “Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, café, bar, jasa boga, dan sejenisnya.” 
Pajak restoran ialah pengenaan pajak oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan atas pelayanan restoran yang diterima. Seperti halnya pajak hotel, tarif pajak restoran juga ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Tarif pajak restoran di Kota Samarinda ialah sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali kantin yang berada di lingkungan Kantor Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau food car dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen) dari dasar pengenaan pajaknya.
Yang menjadi dasar pengenaan pajak dari pajak restoran ialah jumlah pembayaran wajib pajak kepada pihak restoran dari penjualan makanan atau minuman, termasuk didalamnya jumlah pembayaran setelah adanya potongan harga dan jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan dan minuman.
Yang termasuk objek pajak dari pajak restoran ialah pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh pihak restoran kepada penerima pelayanan tersebut. Pelayanan tersebut meliput makanan/minuman yang dijual oleh pihak restoran sebagai pihak pemberi layanan kepada konsumennya sebagai pihak penerima layanan baik makanan/minuman tersebut dinikmati di tempat itu maupun diluar dari tempat tersebut. 
Adapun untuk restoran yang termasuk ke dalam objek pajak restoran ialah restoran yang mempunyai omzet atau laba kotor lebih dari Rp60.000.000,- per tahun. Apabila suatu restoran mempunyai omzet kurang dari Rp60.000.000,- per tahunnya maka tidak termasuk objek pajak restoran.
Sumber hukum yang menjadi dari pemungutan pajak restoran antara lain:
a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dimana peraturan ini merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
c. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran.
2.6 [bookmark: _Toc88623961][bookmark: _Toc88625683][bookmark: _Toc81579336][bookmark: _Toc81333209][bookmark: _Toc88624798][bookmark: _Toc88559718][bookmark: _Toc108438964]Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan setiap wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak tersebut dapat memberikan kontribusi secara sukarela terhadap pembangunan negara. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila:
1. Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan semua jenis pajak secara tepat waktu, jujur dan sesuai dengan kenyataannya;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak;
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan kecurangan dalam hal perpajakan (Rahayu, 2017).
Kepatuhan wajib pajak termasuk hal yang penting karena besarnya penerimaan pajak ke kas negara dapat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan. Apabila seorang wajib pajak mengurangi pembayaran pajak dari yang seharusnya dibayar, maka pendapatan negara dalam hal perpajakan menjadi menurun, begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi ketepatan wajib pajak saat mengisi surat pemberitahuan pajak, maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam bidang perpajakan.
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[bookmark: _Toc107492566][bookmark: _Toc108438966]Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	No.
	Penelitian
	Judul
	Variabel
	Hasil

	1.
	[bookmark: _Hlk74759934]Andi Wahyu Rasyid Azis, Baharuddin Semmaila, dan Muchtar Lamo (2020)

	Analisis Pajak Daerah Kota Makassar
	1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Efektivitas Pajak Daerah
	Covid-19 menyebabkan penerimaan pajak daerah menurun di tahun 2020.

	2.
	 Syamsuddin (2021)

	Dampak Covid-19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Makassar
	1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
	Dampak Covid-19 berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran yaitu menyebabkan penurunan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Makassar pada tahun 2020.

	
3.
	Amelia Ayu Paramitha (2021)

	Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 Dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah
	1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
	Dampak Covid-19 berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Malang yaitu menyebabkan penurunan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di tahun 2020.

	4.
	Siti Choirul Umatin, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi
(2019)
	Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) Terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Malang
	1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
	Dampak PSBB di masa pandemi Covid-19 berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Malang yaitu
menyebabkan penurunan terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di tahun 2020.



Disambung ke halaman berikutnya


Tabel 2.1 Sambungan
	5. 
	Helen Bregina BR Tamba (2020)
	Kontribusi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan Pada Tahun 2017-2019
	1. Kontribusi Pajak Hotel
2. Efektivitas Pajak Hotel
	Realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Medan pada tahun 2017-2019 cukup efektif dan pajak hotel pada tahun 2017-2019 cukup berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.


Sumber : Data diolah, 2021
1. 

2.8 [bookmark: _Toc88624801][bookmark: _Toc88625686][bookmark: _Toc88623964][bookmark: _Toc81333212][bookmark: _Toc81579339][bookmark: _Toc88559721][bookmark: _Toc108438967]Kerangka PemikiranUndang-Undang No. 28 Tahun 2009
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Pajak Kabupaten/Kota
Pajak Provinsi
Pajak Hotel
Covid-19
Pajak Restoran
Pajak Daerah
Penerimaan Pajak
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Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengatur tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, besar tarif pajak ditentukan oleh daerahnya masing-masing. Di Kota Samarinda, peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah ialah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019. Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak provinsi dibagi menjadi lima jenis pajak, sedangkan pajak kabupaten/kota dibagi menjadi sebelas jenis pajak, diantaranya pajak hotel dan pajak restoran. Dalam penerimaannya, pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah di Kota Samarinda. Tetapi, adanya virus corona di awal tahun 2020 menyebabkan pemerintah mengeluarkan peraturan untuk meminimalkan kegiatan diluar ruangan. Hal tersebut sangat berpengaruh dengan penerimaan pajak di Kota Samarinda, termasuk penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang menurun di tahun 2020. 
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[bookmark: _Toc88623967][bookmark: _Toc81579343][bookmark: _Toc81341789][bookmark: _Toc88624804][bookmark: _Toc88559724][bookmark: _Toc88625689][bookmark: _Toc108438970]BAB III
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3.1 [bookmark: _Toc88559726][bookmark: _Toc88625691][bookmark: _Toc81333218][bookmark: _Toc81579345][bookmark: _Toc88624806][bookmark: _Toc88623969][bookmark: _Toc108438972]Definisi Operasional
Definisi operasional ialah pengertian dari variabel yang diambil untuk diteliti yang didasarkan pada pendapat atau kesimpulan peneliti. Adapun definisi operasional dari penelitian ini ialah :
1. Efektivitas pajak ialah perhitungan besar persentase pencapaian pajak berdasarkan target yang telah ditentukan.
2. Laju pertumbuhan pajak ialah perhitungan kinerja suatu daerah yang dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan tahun lalu dengan realisasi penerimaan tahun ini dengan tujuan agar dapat diketahui pencapaian suatu daerah setiap periodenya.
3.2 [bookmark: _Toc88624807][bookmark: _Toc88559727][bookmark: _Toc88623970][bookmark: _Toc81333219][bookmark: _Toc81579346][bookmark: _Toc88625692][bookmark: _Toc108438973]Objek Penelitian Dan Metode Penelitian
Objek dari penelitian ini ialah Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Hal ini dikarenakan Badan Pendapatan Daerah memegang wewenang untuk mengatur pendapatan daerah salah satunya yaitu yang berasal dari pajak hotel dan pajak restoran.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Sekaran & Bougie dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Wardani et al., 2017) menyatakan “metode deskriptif ialah metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan variabel yang diteliti agar nilai variabel dapat diketahui tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.” Tujuan dari penelitian metode deskriptif ini ialah untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan data-data yang telah didapat sebelumnya .
Alasan penulis menggunakan metode penelitian ini ialah agar data yang didapat dapat dianalisis dan dideskripsikan sesuai dengan fakta-fakta yang sedang terjadi sehingga akan diperoleh kesimpulan akhir. 
3.3 [bookmark: _Toc88624808][bookmark: _Toc88623971][bookmark: _Toc81333220][bookmark: _Toc88625693][bookmark: _Toc81579347][bookmark: _Toc88559728][bookmark: _Toc108438974]Sumber Data Dan Cara Pengumpulan Data
Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda bagian pajak hotel dan pajak restoran. Sedangkan data sekunder yang diperlukan dari penelitian ini ialah data berupa target dan realisasi dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di tahun 2018 hingga tahun 2021. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi. Wawancara ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber. Adapun yang menjadi narasumber dalam wawancara ini ialah Kepala Sub Bidang dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Bapenda Kota Samarinda. Sedangkan dokumentasi ialah cara mengumpulkan data pajak hotel dan restoran tahun 2018 hingga tahun 2021 di Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
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4.4 [bookmark: _Toc108438975]Teknik Analisa Data
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menghitung tingkat efektivitas dan laju pertumbuhan pajak dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Samarinda pada tahun 2018 hingga 2021, serta membandingkannya dengan target penerimaan di tahun 2022. 
Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah :
1. Membuat tabel penerimaan pajak hotel dan pajak restoran tahun 2018-2021
2. Menyusun tabel analisis efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran. Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur kinerja berdasarkan target yang ditetapkan. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran, rumus yang digunakan ialah :

[bookmark: _Toc81333222][bookmark: _Toc88559730][bookmark: _Toc80964967][bookmark: _Toc81579349][bookmark: _Toc81341795][bookmark: _Toc88625695][bookmark: _Toc88623973][bookmark: _Toc95775816][bookmark: _Toc95815151][bookmark: _Toc88624810][bookmark: _Toc98017329][bookmark: _Toc99638620]Dengan asumsi :
[bookmark: _Toc99994616][bookmark: _Toc100166432][bookmark: _Toc100169305][bookmark: _Toc100170192][bookmark: _Toc104266271][bookmark: _Toc104267456][bookmark: _Toc106799016][bookmark: _Toc107492576][bookmark: _Toc108438976]Tabel 3.1 Kriteria Efektivitas
	Persentase
	Kriteria

	>100%
	Sangat Efektif

	>90-100%
	Efektif

	>80-90%
	Cukup Efektif

	>60-80%
	Kurang Efektif

	<60%
	Tidak Efektif


Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Thn 1994 dalam Jurnal Ekonomi Paradima (Arkea & Nurlaela Siti Dewi, 2017) 
3. Menyusun tabel analisis laju pertumbuhan dari pajak hotel dan pajak restoran. Analisis laju pertumbuhan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan pencapaian daerahnya di setiap periode (Herjanti et al., 2020). Rumus yang digunakan untuk menganalisis laju pertumbuhan tersebut ialah:

Keterangan :
Gx 	= Laju pertumbuhan pajak per tahun
Xt 	= Realisasi pajak tahun t
X(t-1)	= Realisasi pajak 1 tahun sebelum tahun t
[bookmark: _Toc88624811][bookmark: _Toc88625696][bookmark: _Toc88623974]Dengan asumsi :
[bookmark: _Toc95775817][bookmark: _Toc95815152][bookmark: _Toc98017330][bookmark: _Toc99638621][bookmark: _Toc99994617][bookmark: _Toc100166433][bookmark: _Toc100169306][bookmark: _Toc100170193][bookmark: _Toc104266272][bookmark: _Toc104267457][bookmark: _Toc106799017][bookmark: _Toc107492577][bookmark: _Toc108438977]Tabel 3.2 Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak
	Persentase
	Kriteria

	85-100%
	Sangat berhasil

	70-85%
	Berhasil

	55-70%
	Cukup berhasil

	30-55%
	Kurang berhasil

	Kurang dari 30%
	Tidak berhasil


Sumber : Halim (2007:291) dalam Jurnal Produktivitas (Sari & Ihsan, 2020)
4. Menyusun tabel analisis perbandingan target penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran. Perbandingan target penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan atau penurunan target penerimaan di tahun ini dengan tahun sebelumnya. Rumus yang digunakan dalam menganalisis perbandingan target ini ialah:
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[bookmark: _Toc95775576][bookmark: _Toc95775819][bookmark: _Toc95815154][bookmark: _Toc95773509][bookmark: _Toc98017332][bookmark: _Toc99638623][bookmark: _Toc99994619][bookmark: _Toc100166435][bookmark: _Toc100169308][bookmark: _Toc100170195][bookmark: _Toc104266274][bookmark: _Toc104267459][bookmark: _Toc106799019][bookmark: _Toc107492579][bookmark: _Toc108438979]HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 [bookmark: _Toc108438980]Deskripsi Objek Penelitian
4.1.1 [bookmark: _Toc108438981]Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Kota Samarinda
Organisasi dan tata kerja dari Badan pendapatan daerah Kota Samarinda disusun berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda No. 52 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Adapun tugas dari Bapenda yaitu agar dapat membantu Walikota dalam melakukan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang berhubungan dengan bidang keuangan khususnya bagian pendapatan daerah yang menjadi kewenangan setiap daerah. Bapenda juga turut andil dalam merencanakan kebijakan perencanaan operasional program organisasi pengelolaan pendapatan daerah yang didapat melalui pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan yang melalui bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, dan juga melaksanakan penatausahaan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan sesuai dengan sistem akuntansi daerah.
Selain itu, Bapenda Kota Samarinda juga mempunyai fungsi antara lain:



a. 
i

i


b. Menyusun rancangan dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan dalam lingkup badan;
c. Menyusun kebijakan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya;
d. Melaksanakan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan serta penggalian potensi pajak daerah;
e. Melaksanakan pembukuan, pelaporan hasil pungutan dan penerimaan pendapatan daerah;
f. Melaksanakan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian operasional di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan serta penggalian potensi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan serta penggalian potensi pajak daerah dan pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengen ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Melaksanakan penyuluhan dan menerima pengaduan mengenai pendapatan daerah;
i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi; serta
j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.1.2 [bookmark: _Toc108438982]Visi Dan Misi Bapenda Kota Samarinda
Visi dari Bapenda Kota Samarinda ialah terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel menuju struktur pendapatan yang kuat dan mandiri.
Adapun misi dari Bapenda Kota Samarinda ialah:
1. Mewujudkan pengelolaan dan pelayanan yang efektif, responsif dan akuntabel;
2. Mewujudkan pengelolaan potensi pendapatan daerah dalam optimalisasi peningkatan pendapatan daerah;
3. Menumbuhkembangkan kesadaran, kepatuhan dan kepatutan masyarakat dalam membayar pajak.
4.1.3 [bookmark: _Toc108438983]Struktur Organisasi
Struktur organisasi Bapenda Kota Samarinda sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah, terdiri dari dari:
1. Kepala Badan
2. Sekretaris membawahi :
1) Sub Bagian Perencanaan Program;
2) Sub Bagian Keuangan; dan
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi, membawahi:
1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
2) Sub Bidang Teknologi Informasi; dan
3) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data.
4. Bidang Pajak Self Assesment, membawahi:
1) Sub Bidang Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
2) Sub Bidang Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
3) Sub BidangPajak Hiburan dan Pajak Parkir.
5. Bidang Pajak Official Assesment, membawahi:
1) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan I; 
2) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan II; dan
3) Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Bawah Tanah.
6. Bidang Pengendalian, membawahi:
1) Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan;
2) Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
3) Sub Bidang Penindakan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
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Sumber : Bapenda Kota Samarinda, 2022
Adapun tugas pokok dari masing-masing bagian dari struktur organisasi tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah ialah:
1. Kepala Badan
Kepala badan bertugas untuk membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah khususnya bidang keuangan sub pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretaris
Sekretaris bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan badan dan pengelolaan barang milik daerah serta evaluasi dan pelaporan. 
3. Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi
Bidang perencanaan dan sistem informasi bertugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang perencanaan dan sistem informasi. 
4. Bidang Pajak Self Assessment
Bidang pajak self assessment bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang pajak self assessment.
5. Bidang Pajak Official Assessment
Bidang pajak official assessment bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang pajak self assessment.
6. Bidang Pengendalian
Bidang pengendalian bertugas untuk melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, mengevaluasi dan memverifikasi urusan pengawasan dan pemeriksaan objek pajak, penindakan dan pengaduan serta penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan sifat dan keahliannya.
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Unit pelaksana teknis ialah unsur pelaksana teknis operasional badan yang bertugas untuk melaksanakan sebagian dari tugas badan. UPT terbagi menjadi dua jenis antara lain:
1) UPT Kelas A, bertugas untuk membantu beban kerja besar dari satu sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional;
2) UPT Kelas B, bertugas untuk membantu beban kerja kecil dari pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
4.2 [bookmark: _Toc108438985]Hasil Penelitian Dan Pembahasan
4. 2. 1 [bookmark: _Toc108438986]Analisis Efektivitas Pajak
Analisis efektivitas pajak ditujukan untuk mengetahui kinerja dari penerimaan pajak hotel dilihat dari target penerimaannya. Artinya, analisis efektivitas pajak digunakan sebagai alat ukur perbandingan antara target yang ditentukan dengan realisasi penerimaannya. Adapun rumus yang digunakan untuk melakukan perhitungan efektivitas pajak ialah:

Berdasarkan rumus tersebut, maka perhitungan efektivitas pajak hotel di Kota Samarinda pada tahun 2018 hingga tahun 2021 ialah:
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	Tahun
	Target Penerimaan Pajak Hotel
	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
	Persentase

	2018
	Rp  26,000,000,000.00
	Rp  28,885,614,583.48
	111.10%

	2019
	Rp  29,000,000,000.00
	Rp  34,099,668,350.09
	117.59%

	2020
	Rp  18,000,000,000.00
	Rp  22,268,183,477.27
	123.71%

	2021
	Rp  30,000,000,000.00
	Rp  34,142,719,076.83
	113.81%


Sumber : Data diolah, 2022
Berdasarkan tabel hasil perhitungan efektivitas dari pajak hotel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Samarinda selalu lebih besar dari target yang ditetapkan meskipun di tahun 2020 realisasi penerimaan tersebut menurun sebesar Rp318.728.484.872,82 dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel di tahun 2019. Walaupun mengalami penurunan yang cukup besar, namun realisasi dari penerimaan pajak hotel di tahun 2020 lebih besar 23,71% dari target penerimaan yang ditetapkan. 
Berdasarkan analisis perhitungan efektivitas, penerimaan pajak hotel sebelum adanya pandemi Covid yaitu di tahun 2018 dan tahun 2019 tergolong kriteria sangat efektif. Begitu pula dengan penerimaan pajak hotel saat pandemi Covid melanda yaitu di tahun 2020 dan tahun 2021 yang juga tergolong sangat efektif.
Sedangkan untuk analisis perhitungan efektivitas pajak restoran di Kota Samarinda pada tahun 2018 hingga tahun 2021 ialah sebagai berikut:
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	Tahun
	Target Penerimaan Pajak Restoran
	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
	Persentase

	2018
	Rp  52,500,000,000.00
	Rp  57,135,686,655.37
	108.83%

	2019
	Rp  61,000,000,000.00
	Rp  70,734,847,010.81
	115.96%

	2020
	Rp  24,400,000,000.00
	Rp  48,043,359,230.12
	196.90%

	2021
	Rp  57,000,000,000.00
	Rp  61,187,257,620.17
	107.35%


Sumber : Data diolah, 2022
Berdasarkan tabel hasil perhitungan efektivitas dari pajak restoran diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Samarinda selalu lebih besar dari target yang ditetapkan meskipun di tahun 2020 realisasi penerimaan tersebut menurun sebesar Rp22.691.487.780,69 dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak restoran di tahun 2019. Walaupun mengalami penurunan yang cukup besar, namun realisasi dari penerimaan pajak restoran di tahun 2020 lebih besar 96,90% dari target penerimaan yang ditetapkan. 
Berdasarkan analisis perhitungan efektivitas, penerimaan pajak restoran sebelum adanya pandemi Covid yaitu di tahun 2018 dan tahun 2019 tergolong kriteria sangat efektif. Begitu pula dengan penerimaan pajak restoran saat pandemi Covid melanda yaitu di tahun 2020 dan tahun 2021 yang juga tergolong sangat efektif dan berhasil melebihi target yang ditetapkan.
Realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran masih dapat tergolong sangat efektif di tahun 2020 dikarenakan menurunnya target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di tahun tersebut. Target dari pajak hotel di tahun 2020 menurun sebesar 38% dibanding dengan target di tahun 2019. Sedangkan target dari pajak restoran menurun sebesar 60% dibandingkan dengan target tahun 2019. Apabila target penerimaan di tahun tersebut sama seperti tahun sebelumnnya, maka realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran tidak dapat tergolong ke dalam kriteria sangat efektif.
Target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di tahun 2020 merupakan target perubahan yang ditetapkan setelah adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di masa pandemi Covid-19. Sebelumnya, besar target murni dari penerimaan pajak hotel ialah sebesar Rp30 miliar dan target murni dari penerimaan pajak restoran ialah sebesar Rp61 miliar. Tetapi, agar realisasi di tahun 2020 dapat mencapai targetnya, maka target murni tersebut terpaksa diturunkan. Hal inilah yang membuat besar persentase efektivitas dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di tahun 2020 melebihi 100% dan tergolong ke dalam kriteria sangat efektif.
Besar realisasi penerimaan ini menunjukkan bahwa peran pelaksana pengelola penerimaan pajak daerah khususnya yang menangani penerimaan pajak hotel dan pajak restoran menunjukkan kinerja yang sangat baik. Akan tetapi, realisasi yang selalu mencapai target penerimaan juga dapat disimpulkan bahwa besar target yang ditetapkan selama ini masih terlalu rendah sehingga dapat dengan mudah terlampaui. Hal tersebut dapat dilihat dari besar realisasi penerimaan selama lima tahun terakhir yang selalu melebihi target yang ditetapkan. Dengan kata lain, besar penentuan target penerimaan dari pajak daerah belum sesuai dengan potensi penerimaan yang kemungkinan dapat diterima daerah.
Selain itu, penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya menunjukkan bahwa sistem dan prosedur yang diterapkan sudah berjalan secara efektif, baik dari proses penagihan hingga upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pihak Bapenda dalam meningkatkan penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran.
Besar persentase tingkat hunian kamar juga berpengaruh terhadap besar realisasi penerimaan pajak hotel. Selama pandemi Covid-19, tingkat hunian kamar di Kota Samarinda masih cukup stabil.
4. 2. 2 [bookmark: _Toc108438989]Analisis Laju Pertumbuhan Pajak
Analisis laju pertumbuhan pajak digunakan untuk mengetahui besar kemampuan daerah untuk mempertahankan dan juga meningkatkan pencapaian daerahnya di setiap periode. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan pajak ialah:
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(Dalam Ribuan Rupiah)
	Tahun
	Target
	Realisasi
	Selisih
	Persentase

	2017
	25,500,000.00
	25,757,001.37
	-
	-

	2018
	26,000,000.00
	28,885,614.58
	3,128,613.21
	12.15%

	2019
	29,000,000.00
	34,099,668.35
	5,214,053.77
	18.05%

	2020
	18,000,000.00
	22,268,183.48
	(11,831,484.87)
	-34.70%

	2021
	31,000,000.00
	34,142,719.08
	11,874,535.60
	53.33%


Sumber : Data diolah, 2022
Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan pajak hotel di Kota Samarinda sebelum pandemi Covid-19 melanda yaitu di tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami peningkatan. Tetapi pada saat Covid-19 mulai menyerang Kota Samarinda yaitu di tahun 2020, besar persentase laju pertumbuhan pajak hotel di Kota Samarinda mengalami penurunan yaitu sebesar 34,70% yang artinya realisasi penerimaan pajak hotel di tahun 2020 menurun sebesar 34,70% dari tahun 2019. Dan di tahun 2021, realisasi dari penerimaan pajak hotel kembali meningkat sebesar 53,33% dibandingkan tahun 2020. Meskipun mengalami peningkatan, persentase laju pertumbuhan pajak hotel di tahun 2021 masih tergolong “kurang berhasil” sedangkan di tahun 2018 hingga tahun 2020 persentase laju pertumbuhan pajak tergolong “tidak berhasil.”
Sedangkan untuk analisis perhitungan laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Samarinda pada tahun 2018 hingga tahun 2021 ialah sebagai berikut:
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(Dalam Ribuan Rupiah)
	Tahun
	Target
	Realisasi
	Selisih
	Persentase

	2017
	44,500,000.00
	44,947,506.76
	-
	-

	2018
	52,500,000.00
	57,135,686.66
	12,188,179.90
	27.12%

	2019
	61,000,000.00
	70,734,847.01
	13,599,160.36
	23.80%

	2020
	24,000,000.00
	48,043,359.23
	(22,691,487.78)
	-32.08%

	2021
	57,000,000.00
	61,187,257.62
	13,143,898.39
	27.36%


Sumber : Data diolah, 2022
Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, realisasi penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan sebesar 27.12% tetapi di tahun 2019 persentase tersebut menurun menjadi 23.80%. Lalu pada saat Covid-19 mulai menyerang Kota Samarinda yaitu di tahun 2020, besar persentase laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Samarinda mengalami penurunan yaitu sebesar 32,08% yang artinya realisasi penerimaan pajak hotel di tahun 2020 menurun sebesar 32,08% dari tahun 2019. Dan di tahun 2021, realisasi dari penerimaan pajak hotel kembali meningkat sebesar 27,36% dibandingkan tahun 2020.
Pada perhitungan laju pertumbuhan pajak hotel di tabel 4.3, menunjukkan bahwa realisasi dari penerimaan pajak hotel di tahun 2018 hingga tahun 2020 masih tergolong ke dalam kriteria tidak berhasil. Tetapi, di tahun 2021 realisasi dari penerimaan pajak hotel meningkat menjadi 53,33%. Meskipun mengalami peningkatan, realisasi penerimaan pajak hotel di tahun 2021 masih tergolong ke kriteria “kurang berhasil.”
Sedangkan untuk perhitungan laju pertumbuhan pajak restoran di tabel 4.4, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan dari pajak restoran di tahun 2018 hingga tahun 2021 masih belum berhasil. Bahkan pada tahun 2020, persentase laju pertumbuhan pajak mengalami penurunan yang cukup besar. 
Tidak hanya realisasi penerimaannya yang terpengaruh, penentuan target dari pajak hotel dan pajak restoran juga mengalami perubahan. Sebelum pandemi, target dari pajak hotel dan pajak restoran terus mengalami peningkatan. Tetapi selama pandemi, target dari pajak hotel maupun pajak restoran harus diturunkan seminimal mungkin mengingat banyaknya hotel maupun restoran yang tutup. 
Penetapan target penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama, untuk menetapkan target pajak murni yaitu di bulan Oktober hingga November sebelum tahun berjalan. Lalu, untuk menetapkan target perubahan yaitu di pertengahan tahun berjalan.
Adapun untuk penentuan target penerimaan pajak hotel dilakukan dengan menganalisis potensi pajak pada saat itu. Untuk pajak hotel sendiri, potensi pajak pada saat pandemi menurun hingga 50%. Dan juga, penerimaan dari pajak hotel selama pandemi kurang dari Rp2 miliar. Padahal di tahun 2019, penerimaan dari pajak hotel setiap bulannya bisa mencapai Rp3 miliar. Oleh karena itu, target penerimaan di tahun 2020 juga diturunkan menjadi Rp18 miliar dari target tahun 2019 sebesar Rp29 Miliar. 
Sedangkan untuk target penerimaan pajak restoran ditentukan dengan menghitung analisis trend. Dan juga pada saat pandemi, pihak bapenda melakukan pengamatan di lapangan untuk melihat kondisi bisnis perkulineran di Kota Samarinda. Pada saat pengamatan tersebut, pihak terkait juga bertanya kepada wajib pajak mengenai penurunan penerimaan setiap wajib pajak. Dari pengamatan tersebut, pihak wajib pajak mengatakan bahwa penurunan pendapatan mereka sekitar 60-80% akibat adanya covid-19. Oleh karena itu pada saat menetapkan besar target perubahan pada tahun 2020 , target dari pajak restoran diturunkan menjadi Rp24,4 miliar.
Selain itu pada saat pandemi di tahun 2020, penerimaan pajak restoran setiap bulannya selalu menurun. Biasanya, penerimaan pajak restoran setiap bulannya mencapai Rp5 miliar hingga Rp6 miliar. Tetapi pada saat pandemi, penerimaan pajak restoran hanya sekitar Rp500 juta.
Persentase penerimaan pajak dari restoran juga mengalami penurunan sebesar 31%, pajak dari rumah makan mengalami penurunan sebesar 29%, pajak dari café mengalami penurunan sebesar 43%, pajak dari katering mengalami penurunan sebesar 24% dan pajak dari warung mengalami penurunan sebesar 69%. Hal tersebut yang membuat staf pajak restoran di Bapenda harus menurunkan target penerimaan pajak.
Setelah melakukan analisis perkiraan target penerimaan pajak, pihak pajak hotel dan pajak restoran akan melakukan rapat dengan Kepala Bapenda. Dalam rapat tersebut, akan dibahas lebih lanjut mengenai besar target yang akan ditetapkan. 
Selain itu, dalam penentuan target penerimaan pajak juga perlu diperhatikan laju inflasi yang terjadi karena inflasi secara tidak langsung berpengaruh pada penerimaan masyarakat. Semakin rendah inflasi maka akan membuat masyarakat terdorong untuk meningkatkan daya beli. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk pergi ke hotel ataupun restoran yang ada. 
Selain itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Kebijakan yang dikeluarkan seperti adanya insentif pajak dapat menarik wajib pajak untuk membayar pajaknya dan akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Selama pandemi Covid-19 di tahun 2020, Kementerian Pariwisata memberikan bantuan stimulan sebesar Rp15 Miliar. Bantuan tersebut diberikan kepada hotel dan restoran yang terkena dampak Covid-19 di Kota Samarinda. Pemberian bantuan tersebut ditujukan agar pihak hotel maupun restoran dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya.  Pemberian bantuan inilah yang membuat penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terbantu.
Selain itu, adanya perubahan peraturan dalam pemungutan pajak juga berpengaruh terhadap penerimaan pajaknya. Sebelumnya, peraturan yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah di Kota Samarinda ialah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011. Didalam peraturan tersebut, dikatakan bahwa besar tarif pajak hotel ialah sebesar 10%. Tetapi dalam peraturan terbaru yaitu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019, besar tarif pajak hotel menjadi 10% tetapi untuk rumah kos yang mempunya jumlah kamar 11-20 kamar dikenakan pajak sebesar 5% dan untuk rumah kos yang mempunyai jumlah kamar lebih dari 20 kamar dikenakan pajak sebesar 7%. 
Penetapan peraturan terbaru ini membuat jumlah wajib pajak yang mempunyai rumah kos-kosan meningkat. Di tahun 2020, jumlah kos yang menjadi wajib pajak hotel hanya berjumlah 55. Namun setelah diberlakukannya peraturan tersebut, jumlah kos yang menjadi wajib pajak meningkat sebanyak 23 sehingga jumlah kos-kosan yang menjadi wajib pajak di Kota Samarinda pada tahun 2021 ialah sebesar 78. Kenaikan jumlah wajib pajak di tahun 2021 ini membuat pihak terkait optimis untuk meningkatkan besar target yang ditetapkan di tahun 2021.
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Iwan Indra Kurniawan, S.Sos selaku Ka. Sub. Bidang Pajak Restoran dan Bapak Taufik Hidayat, SE selaku staf pajak hotel di Bapenda Kota Samarinda (perwakilan dari Ka. Sub Bidang Pajak Hotel), upaya yang dilakukan agar realisasi penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran tetap mencapai targetnya di masa pandemi yaitu pihak Bapenda memaksimalkan penagihan piutang pajak dan juga lebih gencar untuk mendapatkan wajib pajak baru. 
Tidak hanya itu, pendaftaran dan pendataan wajib pajak selama pandemi juga lebih extra dilakukan. Untuk wajib pajak restoran di tahun 2020 meningkat sebanyak 153 wajib pajak menjadi 1.456 wajib pajak. Padahal di tahun 2019, jumlah wajib pajak restoran hanya sebesar 1.303 wajib pajak. Meskipun terdapat peningkatan jumlah wajib pajak, namun pada nyatanya penambahan wajib pajak tersebut tidak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan di tahun 2020 karena penerimaan dari setiap wajib pajak menurun sehingga besar pajak yang diterima oleh pihak Bapenda juga tidak mengalami kenaikan.
Selain itu, strategi dan upaya yang dilakukan staf pajak hotel agar penerimaan pajak hotel dapat mencapai target selama pandemi ialah dengan memaksimalkan penagihan piutang dan tunggakan-tunggakan dari wajib pajak terdaftar. Tunggakan yang dimaksud ialah piutang pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak selama masa pajak. Banyak dari wajib pajak yang melalaikan hal tersebut. Padahal apabila wajib pajak membayar kewajibannya tersebut, maka penerimaan pajak hotel akan lebih besar lagi dan tentunya akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Samarinda. 
Sedangkan strategi dan upaya yang dilakukan staf pajak restoran agar penerimaan pajak restoran selama pandemi tetap mencapai target ialah pertama, bekerja sama dengan pihak kejaksaan agar dapat membantu dalam pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya. Serta, bekerja sama dengan pihak Bankaltim untuk pengadaan alat monitoring transaksi sehingga wajib pajak restoran tidak dapat memanipulasi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Selain itu, staf terkait juga terus menerus mengamati orang-orang yang sekiranya memenuhi kriteria untuk menjadi wajib pajak restoran namun belum terdaftar sebagai wajib pajak.
Meningkatkan penerimaan pajak hotel maupun pajak restoran di masa pandemi tentu bukan hal yang mudah. Pihak Bapenda pun mengalami beberapa kendala seperti banyaknya wajib pajak yang terdaftar namun tidak patuh dan patut dalam pembayaran pajak tersebut. Patuh dan patut yang dimaksud ialah dengan melaporkan sejujur-jujurnya jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Namun pada nyatanya, banyak wajib pajak yang melalaikan hal tersebut dengan memanipulasi jumlah pembayaran pajak. Selain itu, pihak Bapenda juga harus meminimalisir kegiatan pendataan di lapangan sehingga pendataan kurang maksimal dilakukan pada saat pandemi berlangsung.
4. 2. 3 [bookmark: _Toc108438992]Analisis Perbandingan Target Penerimaan
[bookmark: _Toc81333223]Perbandingan target penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kenaikan maupun penurunan dari target pajak pada masa sebelum pandemi hingga saat pandemi berlangsung. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung perbandingan ini ialah:

[bookmark: _Toc95815162][bookmark: _Toc95775827][bookmark: _Toc98017340][bookmark: _Toc99638631][bookmark: _Toc99994627][bookmark: _Toc100166443]Berdasarkan rumus tersebut, maka besar perbandingan target penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran di Kota Samarinda pada tahun 2018 hingga tahun 2022 ialah:
[bookmark: _Toc100169316][bookmark: _Toc100170203][bookmark: _Toc104266282][bookmark: _Toc104267467][bookmark: _Toc106799027][bookmark: _Toc107492587][bookmark: _Toc108438993]Tabel 4.5 Perbandingan Target Penerimaan Pajak Hotel
	Tahun
	Target Penerimaan
	Selisih Target
	Persentase

	2017
	Rp  25,500,000,000.00
	-
	-

	2018
	Rp  26,000,000,000.00
	Rp        500,000,000.00
	2%

	2019
	Rp  29,000,000,000.00
	Rp     3,000,000,000.00
	12%

	2020
	Rp  18,000,000,000.00
	-Rp  11,000,000,000.00
	-38%

	2021
	Rp  31,000,000,000.00
	Rp  13,000,000,000.00
	72%

	2022
	Rp  31,000,000,000.00
	Rp                                -
	0%


[bookmark: _Toc95815163][bookmark: _Toc95775828][bookmark: _Toc98017341][bookmark: _Toc99638632][bookmark: _Toc99994628][bookmark: _Toc100166445][bookmark: _Toc100169317][bookmark: _Toc100170204]Sumber : Data diolah, 2022
[bookmark: _Toc104266283][bookmark: _Toc104267468][bookmark: _Toc106799028][bookmark: _Toc107492588][bookmark: _Toc108438994]Tabel 4.6 Perbandingan Target Penerimaan Pajak Restoran
	Tahun
	Target Penerimaan
	Selisih Target
	Persentase

	2017
	 Rp  44,500,000,000.00 
	 - 
	- 

	2018
	 Rp  52,500,000,000.00 
	 Rp   8,000,000,000.00 
	18%

	2019
	 Rp  61,000,000,000.00 
	 Rp   8,500,000,000.00 
	16%

	2020
	 Rp  24,400,000,000.00 
	-Rp 36,600,000,000.00 
	-60%

	2021
	 Rp  57,000,000,000.00 
	 Rp  32,600,000,000.00 
	134%

	2022
	 Rp  70,000,000,000.00 
	 Rp  13,000,000,000.00 
	23%


Sumber : Data diolah, 2022
Dilihat dari perhitungan tersebut, besar target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran mulai tahun 2018 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Tetapi di tahun 2020, besar target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran mengalami penurunan yang sangat besar yaitu 38% dan 60%. Lalu di tahun 2021, target dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran kembali meningkat yaitu sebesar 72% dan 134%. Dan di tahun 2022, untuk besar target penerimaan pajak hotel ditetapkan sama seperti tahun 2021. Sedangkan target penerimaan pajak restoran di tahun 2022 meningkat sebesar 23%.
Yang menjadi faktor terbesar yang menjadi penyebab turunnya target dan juga realisasi di tahun 2020 ialah adanya Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Virus Covid-19 sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Tingkat kemiskinan dan pengangguran pada saat itu juga terus meningkat, menyebabkan persentase perekonomian di Indonesia terus menurun. Bahkan pada triwulan kedua di tahun 2020, persentase pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kemunduran sebesar 5,32% dimana hal ini menjadi persentase terburuk sejak tahun 1999. Karena kondisi tersebut, banyak orang memilih untuk tidak membelanjakan uang tersebut atau dengan kata lain masyarakat memilih untuk mengubah gaya hidup agar dapat mengantisipasi keadaan yang mungkin lebih buruk di masa depan.
Tidak hanya itu, pada saat pandemi pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meminimalisir kegiatan di luar ruangan seperti adanya anjuran untuk PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang diberlakukan di berbagai daerah di Indonesia termasuk Kota Samarinda.
Pemberlakuan PSBB dan PPKM inilah yang juga termasuk dalam faktor penyebab menurunnya penerimaan pajak di sektor perhotelan dan industri makanan. Bahkan pada saat itu, sektor pariwisata di Indonesia menurun hingga 40%. Banyak hotel, rumah makan, café, dan tempat-tempat lainnya yang harus ditutup selama masa pemberlakuan PSBB dan PPKM yang menyebabkan menurunnya penerimaan yang tentunya berpengaruh terhadap pajak yang harus dibayarkan. Padahal, pada awal virus tersebut masuk ke Indonesia yaitu sekitar bulan Februari hingga Maret, penerimaan dari pajak hotel tidak mengalami perubahan yang besar.
Di Kota Samarinda, pemerintah kota juga mengeluarkan kebijakan untuk penundaan pembayaran pajak untuk membantu wajib pajak hotel dan restoran dalam membayar pajaknya. Dalam kebijakan tersebut dikatakan bahwa untuk masa pajak Maret, April, dan bulan Mei dapat dibayarkan pada akhir tahun sekitar bulan September hingga November.  
Adapun kenaikan besar target penerimaan di tahun 2021 menunjukkan bahwa keadaan di tahun 2021 lebih baik dibandingkan tahun 2020. Penentuan target penerimaan pajak tersebut berdasarkan pada perhitungan potensi pajak dan pengamatan yang dilakukan oleh pihak Bapenda yang menunjukkan bahwa di tahun berikutnya penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dapat lebih baik daripada tahun 2020. Selain itu, tingkat hunian kamar mulai akhir tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021 terus mengalami kenaikan. Perekonomian di Indonesia di tahun 2021 juga lebih baik daripada tahun 2020. Terlihat beberapa orang mulai berani membelanjakan uangnya dan mulai beraktivitas kembali.
[bookmark: _Toc107492589]Selain itu, banyak hotel, mall, restoran, dan café-café sudah mulai beroperasi kembali di tahun 2021 meskipun saat itu pandemi covid-19 belum selesai. Hal tersebut membuat penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di tahun 2021 meningkat lebih besar dari tahun 2020. Berikut ialah perbedaan besar penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di tahun 2020 dan tahun 2021.
[bookmark: _Toc108438995]Tabel 4.7 Perbandingan Penerimaan Pajak Hotel
	Keterangan
	2020
	2021

	Hotel Bintang 5
	 Rp     2,339,910,326.00 
	 Rp    4,046,448,626.00 

	Hotel Bintang 4
	 Rp   10,022,163,527.00 
	 Rp  15,879,214,873.00 

	Hotel Bintang 3
	 Rp     5,630,170,327.00 
	 Rp    8,717,211,795.00 

	Hotel Bintang 2
	 Rp     2,415,097,983.27 
	 Rp    3,370,987,459.33 

	Hotel Bintang 1
	 Rp          15,891,500.00 
	 Rp           8,427,500.00 

	Hotel Melati
	 Rp     1,193,593,273.00 
	 Rp    1,540,366,720.00 

	Losmen / Penginapan
	 Rp        578,983,961.00 
	 Rp       587,498,393.00 

	Kos (11+)
	 Rp          16,898,000.00 
	 Rp         90,429,986.00 

	Kos (20+)
	 Rp          55,474,580.00 
	 Rp       174,848,176.00 

	Total
	 Rp  22,268,183,477.27 
	 Rp 34,412,719,076.83 


Sumber : Data diolah, 2022
[bookmark: _Toc107492590][bookmark: _Toc108438996]Tabel 4.8 Perbandingan Penerimaan Pajak Restoran
	Keterangan
	2020
	2021

	Restoran
	 Rp  26,543,247,307.00 
	 Rp   32,492,110,884.00 

	Rumah Makan
	 Rp  10,898,373,201.12 
	 Rp   13,339,063,002.17 

	Cafe
	 Rp    6,697,143,433.00 
	 Rp     9,133,052,419.00 

	Katering
	 Rp    3,897,153,989.00 
	 Rp     6,205,411,040.00 

	Kantin
	 Rp           1,923,000.00 
	 Rp          13,337,475.00 

	Warung
	 Rp           5,518,300.00 
	 Rp            4,282,800.00 

	Total
	 Rp  48,043,359,230.12 
	 Rp  61,187,257,620.17 


Sumber : Data diolah, 2022
Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa di tahun 2021 terdapat peningkatan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Adanya peningkatan tersebut dikarenakan kondisi ekonomi dan kondisi lingkungan di Kota Samarinda pada tahun 2021 sudah lebih baik dari tahun 2020.
Lalu di tahun 2022, target dari pajak hotel ditetapkan sama seperti tahun 2021. Sedangkan untuk besar target penerimaan pajak restoran di tahun 2022 meningkat menjadi Rp70 Miliar, lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya meskipun pandemi masih berlangsung tetapi penerimaan dari sektor-sektor tertentu khusunya perhotelan dan restoran akan membaik. 
Selain itu, mulai tahun 2022, penentuan target penerimaan pajak restoran dilakukan dengan menggunakan metode least square dan metode moment, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan analisis trend. Hal tersebut dilakukan agar besar target penerimaan yang ditentukan oleh pihak bapenda lebih sesuai dengan potensi penerimaan di Kota Samarinda. Dari perhitungan menggunakan metode least square dan metode moment tersebut didapat hasil untuk target penerimaan pajak restoran yaitu sebesar Rp70,7 miliar.
Dan juga untuk kebijakan seperti PSBB dan PPKM tidak diberlakukan lagi di tahun 2022 sehingga untuk bisnis perhotelan dan perkulineran dapat beroperasi seperti sedia kala. Pemberian vaksin juga sudah dilakukan hampir ke 80% masyarakat di Kota Samarinda. Hal tersebut membuat pihak Bapenda semakin optimis bahwa penerimaan dari pajak hotel maupun pajak restoran akan membaik seperti sebelumnya.
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[bookmark: _Toc108438997]BAB V
[bookmark: _Toc98017344][bookmark: _Toc99638635][bookmark: _Toc99994631][bookmark: _Toc100166448][bookmark: _Toc100169320][bookmark: _Toc100170207][bookmark: _Toc104266286][bookmark: _Toc104267471][bookmark: _Toc106799030][bookmark: _Toc107492592][bookmark: _Toc108438998]PENUTUP
5.1 [bookmark: _Toc108438999]Kesimpulan
Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat ditarik kesimpulan antara lain:
1. Berdasarkan perhitungan menggunakan analisis efektivitas, realisasi penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran di tahun 2018 hingga tahun 2021 tergolong sangat efektif. Hal tersebut menandakan bahwa realisasi penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran sudah mencapai target yang ditetapkan.
2. Berdasarkan perhitungan menggunakan analisis laju pertumbuhan pajak, persentase laju pertumbuhan pajak hotel di tahun 2018 hingga tahun 2020 tergolong ke dalam kriteria tidak berhasil. Tetapi di tahun 2021, persentase laju pertumbuhan pajak hotel meningkat menjadi 53,33% dan tergolong kriteria kurang berhasil.
3. Berdasarkan perhitungan menggunakan analisis pertumbuhan pajak, persentase laju pertumbuhan pajak restoran di tahun 2018 hingga tahun 2021 tergolong kriteria tidak berhasil. 
4. Berdasarkan perhitungan menggunakan perbandingan target penerimaan, persentase perbandingan target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 12% dan 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi di tahun 2020, target tersebut harus diturunkan mengingat adanya pandemi Covid-19. Di tahun 2020, target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran menurun sebesar 38% dan 60%. Meskipun begitu, realisasi penerimaan di tahun 2020 tetap dapat melebihi targetnya. Di tahun 2021, target penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran kembali meningkat. Hal tersebut dilakukan mengingat keadaan di tahun 2021 sudah lebih membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan di tahun 2022, besar target penerimaan pajak hotel ditetapkan sama seperti tahun 2021 sedangkan target penerimaan pajak restoran meningkat sebesar 23% dari target penerimaan di tahun 2021.
5. Penentuan besar target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dilakukan dengan memerhatikan besar inflasi yang terjadi di Kota Samarinda dan juga dengan melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti adanya insentif pajak, sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Selain itu, peraturan yang berlaku dalam hal pemungutan pajak daerah juga berpengaruh terhadap penentuan target penerimaan pajak. 
6. Upaya yang dilakukan pihak Bapenda untuk dapat mencapai target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran ialah dengan memaksimalkan penagihan piutang, mencari wajib pajak baru, dan memonitoring atau mengawasi wajib pajak yang sudah terdaftar terkait kepatuhan dan kepatutan besaran pajak yang dibayarkan.
5.2 [bookmark: _Toc108439000]Saran
Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini yang diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran ialah:
1. Dalam proses peramalan penentuan target pajak, sebaiknya menggunakan dua hingga tiga metode agar hasil yang didapat lebih menunjukkan jumlah target penerimaan yang tidak jauh berbeda dari realisasi penerimaannya;
l

2

2. Upaya-upaya yang telah direncanakan oleh Bapenda Kota Samarinda harus dilaksanakan dengan baik agar dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran.
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[bookmark: _Toc108439002]LAMPIRAN
[bookmark: _Toc95815171][bookmark: _Toc95775836][bookmark: _Toc98017349][bookmark: _Toc99638640][bookmark: _Toc99994636][bookmark: _Toc100166453][bookmark: _Toc100169325][bookmark: _Toc100170212][bookmark: _Toc104266291][bookmark: _Toc104267476][bookmark: _Toc106799035][bookmark: _Toc107492597][bookmark: _Toc108439003]Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara
1. Bagaimana penentuan target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran selama masa pandemi ?
2. Apa yang membedakan dalam menentukan target penerimaan di masa sebelum pandemi maupun saat pandemi ?
3. Apakah ada penyebab turunnya target dan realisasi dari pajak hotel dan pajak restoran selain karena covid ?
4. Bagaimana cara untuk mensiasati penerimaan pajak hotel dan pajak restoran selama pandemi agar mencapai target ?
5. Bagaimana strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di masa pandemi agar mencapai targetnya ?
6. Upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran agar mampu melebihi targetnya ?
7. Kendala apa yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di masa pandemi maupun sebelum pandemi ?
8. Di tahun 2021, target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran meningkat dibanding tahun 2020. Apa yang menjadi dasar dari peningkatan target tersebut sedangkan pandemi belum berakhir ?
9. Pada tahun 2022, besar target penerimaan pajak restoran meningkat seperti realisasi penerimaan pajak restoran di tahun 2019 yaitu sebesar Rp70 miliar. Apa yang menjadi dasar dari peningkatan besar target tersebut ?
10. Apakah peningkatan wajib pajak di tahun 2020 tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan pajak restoran ? 
[bookmark: _Toc98017350][bookmark: _Toc99638641][bookmark: _Toc99994637][bookmark: _Toc100166454][bookmark: _Toc100169326][bookmark: _Toc100170213][bookmark: _Toc104266292][bookmark: _Toc104267477]

[bookmark: _Toc106799036][bookmark: _Toc107492598][bookmark: _Toc108439004]Lampiran 2. Jawaban Responden
1. Penetapan besar target penerimaan pajak hotel dilakukan dengan menghitung potensi pajak. Pada saat pandemi, potensi penerimaan pajak menurun hingga 50% yang membuat pihak terkait menurunkan besar target penerimaan pajak pada saat itu. Adapun penetapan target pajak dilakukan dua kali yaitu pertama, pada bulan Oktober sampai November tahun sebelumnya untuk menentukan besar target murni. Lalu pada pertengahan tahun berjalan untuk menetapkan target perubahan. Target murni pajak hotel di tahun 2020 ialah sebesar Rp30 miliar. Tetapi karena penerimaan pajak hotel di bulan Maret hingga Mei tidak mencapai Rp3 miliar sehingga pada penetapan target perubahan di tahun 2020 diturunkan dengan menggunakan analisis potensi pajak. Sedangkan untuk menetapkan target pajak restoran ialah dengan menggunakan analisis trend. Dari analisis trend, dapat dilihat seberapa besar peningkatan maupun penurunan penerimaan pajak restoran setiap bulannya. Pada saat penetapan target murni tahun 2020, perkiraan penerimaan dari pajak restoran mencapai Rp5-6 miliar setiap bulannya, tetapi karena pandemi covid-19 penerimaan pajak di tahun 2020 menurun hingga Rp500 juta. Hal ini yang membuat pihak terkait menentukan besar target perubahan untuk pajak restoran sebesar Rp24,4 miliar.
2. Pada saat pandemi, target penerimaan pajak dibuat seminimal mungkin dengan mempertimbangkan beberapa wajib pajak yang tutup di masa pandemi. Padahal sebelumnya, pihak Bapenda selalu optimis bahwa target dari pajak hotel dan pajak restoran akan selalu meningkat melihat dari beberapa tahun sebelumnya target tersebut berhasil meningkat ditambah dengan penerimaan pajak yang selalu jauh lebih besar dibanding targetnya. Selain itu untuk menentukan target penerimaan pajak di masa pandemi, pihak terkait melakukan pengamatan di lapangan untuk melihat kondisi bisnis wajib pajak. Dari pengamatan tersebut, penerimaan dari setiap wajib pajak menurun sebanyak 60-80%.
3. Faktor utama yang menjadi penyebab turunnya target dan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di masa pandemi ialah virus covid-19. Sedangkan faktor lain yang menjadi penyebab turunnya target dan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran ialah adanya protokol Kesehatan yang harus dipenuhi yang membuat sebagian masyarakat ragu untuk berada di suatu tempat dalam waktu yang lama. Selain itu, adanya kebijakan pemerintah seperti PPKM dan PSBB yang juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Bahkan untuk sektor perhotelan, penerimaan pajak menurun setelah PSBB diberlakukan bukan pada awal saat virus Covid-19 beredar. Ditambah lagi dengan menurunnya perekonomian Indonesia pada saat itu yang menyebabkan banyak orang yang memilih menahan uang untuk berjaga-jaga apabila keadaan semakin buruk nantinya. Selain itu selama pandemi covid-19 di tahun 2020, Pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan beberapa kebijakan khususnya untuk pajak hotel dan pajak restoran agar dapat meringankan wajib pajak dalam membayar pajak, salah satunya ialah dengan membolehkan penundaan pembayaran pajak untuk masa pajak Maret, April, dan Mei dapat dibayarkan pada bulan September hingga Oktober.
4. Cara agar penerimaan pajak hotel dan pajak restoran tetap mencapai target di masa pandemi ialah dengan memaksimalkan penagihan piutang, menagih para wajib pajak yang sekiranya masih mempunyai tunggakan pajak serta memaksimalkan dalam mencari wajib pajak baru. Untuk pajak restoran, pihak Bapenda pergi ke lapangan untuk mendapat wajib pajak baru agar dapat menambah penerimaan pajak. Sedangkan untuk pajak hotel, pihak Bapenda melakukan pendataan ulang terkait hotel-hotel atau guest house atau kos dan lain sebagainya yang sekiranya menambah jumlah kamar atau jumlah tempat tidur namun belum dilaporkan. Selain itu, pihak Bapenda juga memaksimalkan dalam hal monitoring wajib pajak yang sudah terdaftar agar jumlah pajak yang dilaporkan sesuai dengan yang seharusnya.
5. Strategi yang dilakukan agar penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di masa pandemi meningkat ialah dengan mengamati kebijakan pemerintah yang sekiranya akan berpengaruh terhadap sektor perhotelan dan restoran. Selain itu, pihak pajak hotel dan pajak restoran juga bekerja sama dengan UPT dalam hal monitoring, pendataan dan lain sebagainya. Pihak pajak restoran juga bekerja sama dengan pihak kejaksaan untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya. Selain itu, pihak pajak restoran juga bekerja sama dengan pihak Bankaltim untuk pengadaan alat monitoring transaksi agar wajib pajak tidak dapat memanipulasi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.
6. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran ialah memaksimalkan penagihan piutang, memaksimalkan pendataan pihak yang berpotensi sebagai wajib pajak hotel maupun restoran tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak, memonitoring wajib pajak yang sudah terdaftar untuk melihat kepatuhan dan kepatutan wajib pajak tersebut dalam membayar pajak.
7. Kendala yang dihadapi ialah banyak wajib pajak yang tidak patuh maupun patut dalam membayar pajak. Ada wajib pajak yang rajin membayar pajak setiap tahunnya tetapi jumlah yang seharusnya dibayarkan tidak sesuai. Selain itu, karena pandemi covid-19 masih berlangsung maka pihak Bapenda harus mengurangi kegiatan diluar kantor yang membuat proses pendataan menjadi terhambat. 
8. Peningkatan target pajak di tahun 2021 itu disebabkan karena tren covid di tahun 2020 menurun sehingga pihak Bapenda optimis bahwa keadaan akan lebih baik dibandingkan tahun 2020. Selain itu, di akhir tahun 2020 banyak hotel maupun restoran yang sudah mulai beroperasi dengan normal. Untuk perhotelan, tingkat hunian kamar pada akhir tahun 2020 hingga bulan Agustus tahun 2021 terus mengalami kenaikan yang cukup besar. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah juga tidak seberat sebelumnya yang mengharuskan untuk tutup selama beberapa hari. Vaksin juga sudah banyak diberikan kepada masyarakat sehingga pihak Bapenda semakin yakin bahwa di tahun 2021 penerimaan pajak akan membaik. 
9. Untuk tahun 2022, penetapan target pajak restoran tidak menggunakan analisis trend tetapi menggunakan metode least square dan metode moment. Dari perhitungan tersebut, pihak terkait melakukan perhitungan dengan menggunakan data di tahun 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, didapat besar perkiraan untuk target penerimaan pajak restoran di tahun 2022 yaitu sebesar Rp70,7 miliar. Adapun yang menjadi alasan pihak terkait untuk mengubah metode perhitungannya ialah agar besar target yang ditetapkan bisa lebih menunjukkan potensi penerimaan pajak yang sebenarnya.
10. Jumlah wajib pajak di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup banyak. Namun hal tersebut tidak membantu penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di tahun tersebut. Hal tersebut dikarenakan banyaknya wajib pajak yang harus tutup sementara sehingga tidak mendapat penghasilan yang secara otomatis tidak dapat membayar pajak. Dan juga, meskipun jumlah wajib pajak bertambah tetapi penerimaan dari setiap wajib pajak menurun sehingga besar pajak yang dibayarkan juga menurun. Ditambah lagi dengan adanya wajib pajak yang menangguhkan pembayaran pajaknya sehingga penerimaan pajak pada saat itu tidak mengalami kenaikan.
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